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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan resolusi konflik antara 
pemerintah daerah dalam satu wilayah yang sedang berkonflik. Kota Malang adalah 
kota administratif yang terdiri dari beberapa kabupaten didalamnya kemudian 
saling melengkapi didalam pemenuhan kebutuhan publik supaya tercapainya 
kepuasan publik yang maksimal. salah satu yang harus  dipenuhi dalam suatu kota 
atau provinsi serta daerah adalah kebutuhan air bersih yang cukup dan layak 
sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup dalam masyarakat. Adapun 
proses pemenuhan air di kota Malang di olah dan di distribusikan Oleh PDAM kota 
Malang Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai penyedia air 
dari sumber wendit yang ada di wilayah tersebut, sumber itu adalah sumber air 
wendit, kemudian kota Malang bekerja sama melalui surat perjanjian kerja sama 
(PKS) yang di sepakati sebelumnya untuk mengambil dan mengelola air tersebut 
dengan  tarif biaya kontribusi yang harus di bayarkan kepada kabupaten Malang 
seseuai dengan kesepakatan bersama. Namun didalam proses  evaluasi yang 
dilaksanakan setiap  tiga tahunan, pada priode ketiga pihak kota Malang tidak dapat 
hadir untuk melakukan evaluasi, dikarenakan beberapa hal, selain itu pemkot 
Malang dengan sengaja Menerbitkan surat ijin usaha atas pengelolaan sumber air  
wendit yang di keluarkan oleh kementerian PUPR dalam bentuk (SIPA), 
mengetahui hal itu pemkab merasa geram, akhirnya dilakukan negosiasi beberapa 
kali dan hasilnya nihil, kemudian dilanjutkan ke proses mediasi yang  dimediatori 
pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah 
ini, dalam prosesnya terjadi saling lempar handuk antar pihak dan tidak menemukan 
kesepakatan. masalah kontribusi belum berakhir, kedua pihak terlibat dalam proses 
penyelesaian sengketa di pengadilan atas gugatan pemkab kepada kementerian PU. 
Keduanya  sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara hukum dan 
hasilnya dimenangkan oleh pemerintah kabupaten Malang selaku pemilik  wilayah 
sesuai geografis dan menyatakan batal atas (SIPA) proses tersebut merupakan 
bentuk dari resolusi konflik antar pihak, diharapkan setelah perosesnya ini selesai  
terdapat kesepakatan baru yang terjadi oleh kedua pihak. 
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This study aims to explain conflict resolution between local governments in 
a conflicting region. Malang City is an administrative city consisting of several 
regencies therein and then complementing each other in meeting public needs so 
that maximum public satisfaction is achieved. one that must be met in a city or 
province and region is the need for adequate and proper clean water so that it can 
support the survival of the community. The process of fulfilling water in the city of 
Malang is processed and distributed by the Malang city PDAM. Collaborates with 
the Malang Regency Government as a water provider from a wendit source in the 
region, the source is a wendit water source, then the city of Malang cooperates 
through a work agreement (PKS) agreed previously to collect and manage the water 
at the cost of the contribution that must be paid to Malang regency in accordance 
with mutual agreement. However, in the evaluation process which is carried out 
every three years, in the third period the city of Malang could not be present to 
conduct the evaluation, due to several things, other than that the Malang City 
Government deliberately Issued a business permit for the management of a wendit 
water source issued by the Ministry of PUPR in the form of (SIPA), knowing that 
the district government was furious, finally negotiated several times and the results 
were nil, then proceeded to the mediation process mediated by the provincial 
government as a representative of the central government to resolve this problem, 
in the process of throwing towels between parties and found no agreement . the 
problem of contribution is not over, both parties are involved in the process of 
dispute resolution in court over the lawsuit of the district government to the 
Ministry of Public Works. Both agreed to resolve legal issues legally and the results 
were won by the Malang district government as the owner of the geographical area 
and declared null and void (SIPA). The process was a form of conflict resolution 
between the parties. . 
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